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PUTUSAN
Nomor: 087/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkaranya;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMKN,
pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN
TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah
Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 14 Februari 2012 vyang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:087/Pdt.G/2012/
PA.PIh tanggal 14 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta
Nikah Nomor :205/11/IX/2007 tanggal 06 September 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah
Laut selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah
orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut sampai berpisah. Pada
awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan
dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3,5 tahun;
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3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan
antara lain:

a. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, hal itu Pemohon
ketahui dari omongan-omongan tetangga;

b. Termohon sering meninggalkan rumah sewaktu Pemohon sedang
bekerja, setelah ditanyakan katanya pulang ke rumah
orangtuanya;

c. Termohon sering cemburu menuduh Pemohon ada hubungan
dengan perempuan lain tanpa alasan;

d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan
anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumahtangga;

4. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga Termohon tidak pernah
datang untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2008 terjadi lagi cekcok
mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah
Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain,
kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh
Pemohon;

6. Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak
itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah
kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 3 bulan
lamanya

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah
ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dn cukup alasan
bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada
ketentun Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut;
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan
Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun
menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:087/
Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 08 Maret 2012,
yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:205/11/1X/2007 tanggal 06
September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kabupaten Tanah Laut (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Nomor:6301032801830004 tanggal 23 Juli 2008 yang dikeluarkan
oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon
juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit,
tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri namanya TERMOHON,
menikah pada tahun 2007, setelah menikah tinggal di rumah
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orangtua Termohon di Desa kemudian pindah ke rumah orangtua
Pemohon di Desa dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon
rukun, namun sejak tahun 2008 sudah sering terjadi cekcok yang
disebabkan Termohon tidak punya tanggung jawab sebagai
seorang isteri, saat Pemohon pulang bekerja tidak dilayani seperti
makan dan minumnya, dan anak juga tidak diperhatikan,
Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan apabila
terjadi cekcok Termohon selalu minta diantar pulang ke rumah
orangtuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 3
tahun lebih karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon
dijemput olah orangtuanya, pihak keluarga Pemohon telah
berupaya 2 kali untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI I, umur 35 tahun, agama lIslam, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah punya isteri namanya TERMOHON,
menikah pada tahun 2007, setelah menikah tinggal di rumah
orangtua Termohon di Desa Damit kemudian pindah ke rumah
orangtua Pemohon di Desa dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon
rukun, namun sejak 1 tahun 6 bulan berjalan rumahtangga sudah
sering terjadi cekcok yang disebabkan Termohon ada memiliki
laki-laki lain, Termohon jarang ada di rumah saat Pemohon
bekerja, Termohon cemburu buta kepad Pemohon dan Termohon
tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 3
tahun lebih karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon
dijemput olah orangtuanya, pihak keluarga Pemohon telah
berupaya 2 kali untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di
atas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah

termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang
pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin
menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan
sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah
dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara
formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan,
sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan
terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator,
akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil secara
resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon vyang telah tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,
sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan
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tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus
dengan verstek;

Menimbang bahwa di samping itu berdasarkan dalil fighiyyah
yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang
diambil alih sebagai pendapat majelis;

&> Y pllb 965 wmy ol proluall oS5 go WS> Wl o5 oo
o

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah
haknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti
bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi pasal 2
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis
berpendapat Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam
kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), maka telah terbukti
bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka
persidangan yang menyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dengan
Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 rumahtangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada memiliki
hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah
sewaktu Pemohon sedang bekerja, setelah ditanyakan katanya pulang
ke rumah orangtuanya, Termohon sering cemburu menuduh Pemohon
ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, Termohon sama
sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia Ilebih
mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumahtangga,
puncaknya pada bulan Juli 2008 terjadi lagi cekcok mulut antara
Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon yang mengakibatkan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah selama 3 tahun lebih, atas perbuatan
Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sudi lagi membina
rumahtangga dengan Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas
Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
adalah orang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk
menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka
segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan
pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis menilai telah mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara
satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung
tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh
Pemohon;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan
rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat
diwujudkan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka
mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan
menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi
kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam proses persidangan
berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau
lagi mempertahankan keutuhan rumah tanggannya;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta’ala
dalam surah Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

pale gromw alll olo $Mall lgo e Ols
Artinya:“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam
Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

29 Al sl O Jloiai a9 Wall p U p MV, Ls] 284
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Artinya:“Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga

sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak

bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi

hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum

salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan.
Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon
dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan
permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f
Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dengan
Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada
Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari
perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan
Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000.00 (tiga ratus
sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret

2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah,

oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku

Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.Hl.,, serta H. AHMAD ZAKI

YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;
Hakim Ketua,
ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota, Hakim
Anggota,

ttd ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. H. AHMAD ZAKI YAMANI,

S.HI.

Panitera Pengganti,
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ttd

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Administrasi dan ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00

Redaksi : Rp.  5.000,00

Materai : Rp.  6.000,00 .
Jumlah Rp. 311.000,00

s wN
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